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Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda vang
terus dilaksanakan pemerintah Indonesia, termasuk pembaharusn landasan hukum.
Fembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-
undangan dibidang kevangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang
Keuangan Negars, Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 (entang Perbendaharaan
Negara, dan Undang-Undang MNomor 15 Tehun 2004 tentung Pemeriksaan Penatausahasn
dan Tanggung Jawab Keuvangan Negara, Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi
otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana lelah beberapa kali diubah terakhie dengan  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atss Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah telah
mendorong aparatur Negara mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehinggm
apd  yang disebut Good Governance dapat tercapai. Semangat reformasi yang
mengandung subtansi  materi lentang  keterbukaan imi, tidak hanya dituntut oleh
masyarakal atau lembaga-lembaga non pemerintzh, tetapi keterbukaan (transperansi)
sélama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk
didalamnya para penyelenggara  pemerintahan negara, mulai dari pusat, provinsi,
pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaim desa, Salah sat
upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
Penatausahaan keuangan negara adalah laporan keuangan pemerintah vang disusun
dengan  mengikuti  standar  akuntansi pemerintahan  yang berterima umum  dan
disampaikan tepat waktu,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan MNegara dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dasrah mengamanatkan agar Bupati
menyampaikan Raperds tentang Pertangpungjawaban Pelaksanaan APED kepada
DPFRD.berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan
(BFK) selambat-lambatnya & (enam) bulan setelah tahyn angpuran herakhir, Laporan
Keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APRD, Meraca, Luporan

Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Kevangan yang dilampin dengan Laporan Keuangan
Perusahaan Daerah



Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kecamatan Bulu Tahun Anggaran
2012 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah NWomor 24 Tahun 2005 terdin dari
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atus Laporan
Keuangan kecuali Laporan Realisasi Anpearan disusun berdasarkan Permendagri 13
Tahun 2006 sedangkan rekapitulasinya disusun secara konversi antara Permendagn 13
Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

A. MAKSUD DAN TUJUAN

catplan atas Laporan Keuvangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat
dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertontu maupun
mangjemen  entitas pelaporan, karena  Laporan Keuangan dapat dimungkinkan
mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya,
Untuk menghindari kesalapahaman bersebul, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas
Laporan Kevangan (CALK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memodahkan
pengguna dalam memahami laporan keuanpan,

CALK adalah bagian dari Lapuran Keuangan yang merupakan lampiran dar
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Dacrah
dimaksud pada hakekatnva sehagai bentuk Pertanggungjawaban atas pelaksanaan
APBD oleh ksekutif dan legisfatif kepada publik atau para pihak Pembayar pajak dan
yang secara nonmatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelols oleh pary
pemegangnya di daerah, Sedangkan maksud dan tujuan duisusunnya Peraturan Daergh
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah
guna sekurang-kurangnya memberikan informasi SeCdra nyata tentang realisasi anggaran,
neraca, arus kus, beserta catatan laporan kevangan kepada penggung yailu masyarakal,
legislatif, lembaga pemeriksapengawas, pihak yang membervberperan dalam proses
donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintzh,

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Momor 13 Tahun 1950 lentang Pembentukan Daerah-daerah
Eabupaten dalam Lmgkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Momor 12 Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan
{Lembaga MNepara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah dighak
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1985 temlang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tshun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas darl Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan MNepara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambshan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43557

Undang-Undang Nomor 15 Tahyn 2004 tentang Pemeriksaan Penatausahaan dan
tanggung jawab Keuangan Negara (Lembrana Megara Republik Indonesia T'ahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indoncisa Nomor 4400,
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem bangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 44217

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor 125, Tambahan Lembaran Nepara
Republik Indonesia Nomor 44373, sebaguimana telah beberapa kali diuhah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 lentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintghan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiy Nomor 4844}
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kevangan Antara
Pemerintsh Pusat dan Pemerintah Dagrah {Lembaran Negara Republik Tndonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
443%);

10, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Rakvat,

11.

Dewan Perwakilan ERakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daersh (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Undang-Undang Momor 28 Tahyg 2009 Tentang Pajak Daerah dap Retnbus

Draerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200% Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 049,



12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembeniukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomaor
82, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peratyran Pemerintsh Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalizn Jumlah
Kumulatif Defisit Anpgaran Pendapatan dan Belanja Mepara, dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serla Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

14, Peraturan  Pemerintah Republik Indonesiz Nomor n24 Tahun 2004 tentang
Kedudukn Protokeler dan Keuvangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lemabaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416}, schagaimana
teluh beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Republik Tndonesia Normor 21 Tehun 2004 tentang  Kedudukan
Protokeoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggots Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penalausahaan Keuangan
Badab Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
48, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomaor 43502);

16. Peraturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2005 lentang  Slandar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 45030;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atfas Peraturan
Femerintah Republik Indonesia Momor 24 Tahun 2004 tettang Kedudukan
Protokeler dan Keuvangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negarg Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Megsm Republik Indonesia Nomar 45407:

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerzh {Lembaran
Negara Republik Indonesia TAHUN 2005 Nomor 136, Tambahan Lem baran
Negara Republik Indonesia Nomor 45747,

12. Peraturan Pemerintah Momor 55 Tahup KI5 tentang Dang Perimbangan
(Lembaran Nepara Republik Indonsia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembuaran Negara Republik Tndonesia Nomaor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaga Negara Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor |38, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah {Lembaran Megara Repiblik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155,

Z1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 ientang Hibah kepada Dasrah
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Noemor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 45 7T

22. Peraturan Pem_erintah Momor 58 Tahun 2005 tentang Penatausahaan Keuangan
Dacrah (LEMBARAN Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578}

23. Peraturan Pemerintah Nomor 635 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Plavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahyn 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585

24, Peraturan Pemerintah Nomar 72 Tahun 2005 tentang [Desa (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomar 158, Tambahan Iembaran Megura
Republik Indonesia Nomor 4587

25. Peraturan  Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 lentang Kelurahan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 MNomor 159, Tambahan Lembaran Kegara
Republik Indonesia Momor 45 380;

26. Peraturan Pemerintsh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembingan dan
Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah Dagrah {Lembaran Negara Republik
Indoniesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara/Daerah {Lembargn Negara Republik [ndonesia tahun 2004 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Eepublik Indonesia NMomor 00%) schagnimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor § Tahun 2006 tentang Penatausahaan
Baranag Milik Nepara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

28. Peraturan  Pemerintah Nomor % Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomar 4614);

29, Peraturan Pemerintah Nomar 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelengparaaan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Feterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



(DFRD} (Lembaran NEGARA Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 46930;

30. Peraturan  Pemenintah Nomor 38 Tahunm 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dun Pemerintah
Dacrah KabupatenKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47370;

31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47413,

32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tabun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan
Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;

33. Peraturan  Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penpadaan Barang/lasa
Pemerintah;

34. Peraturan  Dwerah  Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Temanggung(Lembaran Dacrah Kabupaten
Temanggung Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimana telsh beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Dasrah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Talun 2005
lentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Temanggung  (Lembaran Daerah
Kubupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12%;

335. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temangpung 2008-2028 (Lembaran Daersh
Kecamatan Bulu Tahun 2008 Nomor 5 1

36, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor &),

37, Peraturan Daermh Kahupaten Temanggung Nomor 7 TAHUN 2008 MNomor TY;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan ..fan_gka Pamjang Daerah (RPIPD) Tahun 20052025 (Lembaran
DaeraH Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 107

39, Peraturan  Daerah  Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 lentang
Kedudukan Kevangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kecamatan
Bulu Tahun 2008 Nomar 11}

40, Peraturan Daersh Kabupalen TemanggungMNomor 13 Tahum 2008 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



Kabupaten Temanggung {Lembaran Daerah Kabupaten Temangzung Tahun 2008
Nomor 13},

41. Peraturan  Daerah Kabupaten TemanggungNomor 14 Tahun 2008 tentang
Orgamisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
MNomor 147,

42, Peraturan  Daersh  Kabupaten TemanggungNomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tala Kerja Dinas Kecamatan Bulu (Lembaran Dagrah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) schagaimana telah diubah dengan Peraturen
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan TATA Kerja Dinas Kabupaten Temanggung {Lembarmn Daerah
Kabupaten Temangpung Tahun 2011 Nomor ay,

. 43, Peraturan  Daerah  Kabupaten lemanggungMomor 16 Tahun 2008 lentang
Orgenisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektarat,
dan LEMBAGA Teknis DAERA Kabupaten Temanggung (Lembaran Dacrah
Kabupaten TemanggungTahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Daerah  Kabupaten TemanggungMomor 2 Tahun 2011 tentany
Perubahan Atas Peraturan Daerah Fabupaten TemanggungNomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat, dan Lembags Teknis Daerah Kabupaten Temanggung(Lembaga
DAERAH Kabupaten TemanggungTahun 2011 Nomor 7

44. Peraturan  Dacrah Kabupaten Temangpunghomor 17 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kera Rumah Sakit Urum Daerah  Kabupaten

. Temanggung(Lembaran Dacrah Kabupaten TemangoungTahun 2008 Nomaor 170

45. Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 18 TAHUN 2011 tentang
Orpanisasi dan Taty Kerja Kabupaten Temanggung( Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung TAHUN 2008 Nomor 180

46. Peraturan  Daemah Kabupaten  TemanggungNomor 19 Tahun 2008 1entang
Organisasi  dan  Tatg Kera Satwan  Polisi Pamong  Praja Kabuputen
Temanggung({Lembarana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomar 19)

47. Peraturan Dagmh Kabupalen Temanggung Nomor 2 Tahun 2009 lentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten TemangguneTahun 2008-
2015 JLembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomar 2¥;

43. PERATURAN Daerah Kabupaten TemanggungNomor 17 Tahun 2009 tentung
Penatausshaan E';amnﬂabup.ufm Temanggumg Tahun 2009 Momaor 1 7)



49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 lentang Pajak
Reklame (Lembaran Dacrah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Momer 20);

0. Peraturan Daerah Kabupaten Temangpung Nomer 9 Tahun 2010 tentang Angparan
Fendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Dracrah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomaor 10%;

51. Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 3 Tahun 2011 lentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyuluhan Kabupaten Temangpung(Lembaran
Daerah Kabupaten TemanggungTahun 2011 Nomor )

52, Peraturan  Daerah Kabupaten TemanggungMomor 20 Tghun 2011 tentang
Perubahan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Duerah  Kabupaten
TemanggungTahun Anggaran 2011 (Lembaran  Dacrah Kabupaten
TemanggungTahun 2011 Nomaor 34)

33. Peraturan  Menteri Dalam Negen Nomor 13 tentang Pedoman Penatausahaan
Keuangan Daerah sebagsimana telah beberapa kali diobah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalama Nogeri Nomor 21 Tahum 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri  dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penatausahaan Keuangan Daerah;

54. Peraturan  Menterd Dalam Negeri Nomor 37 Tahum 2010 entang  Pedoman
Penyusunan Angparan Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2011,

35. Peraturan  Bupati Temanggung nomor 56 Tahun 2017 tentang  pedoman
Penatausahaan anpgaran pendapatan dan belunja dacrah Kabupaten Temanggung,
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PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN  DAN  PENJELASAN  MASING-MASING

PELAPORAN
A, PENIELASAN LAPORAN NERACA
ASET
1. Kas dan Setara Kas
Eas dan Setarg Kas ; 2018

POS-POS

Rp

Kas

Pengeluaran .
¢ Kas di  Bendahara |
Penerimaan
d. Investasi jangka pendek

b. Kas di bendahara 12.825,-

12.825.-

103,876 |

Kas di bendahara Pengeluaran vang bukan merupakan sisa UP/AGU/TU

sebesar Bp 0 - vang terdid dari ;

- Pajuk tahun 2018 yang di setor tahun 2018 sebesar Rp.

31.520.074.-

- Jlasa Giro Tahun 2018 yang disetor tahun 2018 sebesar Ep.

159,993 .
4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih
dipegang olch Bendahara Pengeluaran di Kantor Kevamatan Bulu

per 31 Desember 2018 sebesar Ep, 12 835 -
;- dengan perincian sebagai berikut:

1. Kas di Bendaharg Pengeluaran

yang meripakan sisa UP/GUTU 2018

2017

Ep

Rp 5 |

Kantor Kecamatan Bulu |
L

’|

103.876

2. Pajak Tahun 2018 vang belum disetor sampai dengan 31

Desember 2018 Ep. 12.825.-



3. Jasa Giro Tahun 2018 yang belum disctor sampai dengan 31
Desember 2018 Rp. -

. Persedigan

Saldo skun ini menggambarkan jumlah persediasn barang vang
mempunyal sifat pakai habis dan diperolch dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional Pemeintash Daerah, serla barang-
barang vang dimaksudken untuk dijualidiserahkan dalam rangka
pelayanan masyarakat yeng masih di Satuan Kerja, dengan rincian
saldo per 31 Desember 2018 dan 2017 sebagai beikut -

Persediaan 2013 2017
BEp Rp
& ATK/pakai habis lainnya 425,000.- 461.600,-
b. Lain-lain
Tumlah persediaan 425,000, 461.600-
. Aset Tetap
Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap { AT) per 31 Desember 2018 dan
2017 tersaji sebagai berikut :
Aset tetap 2018 2017
L i = ==
a Tanah 539,882 527 - 339.882.327 -
b. Peralatan dan mesin 1059 646540, - 1.043,146.450 -
¢ Gedung dan Bangunan L2867 477004 - 1.267.477.000,-
d. Jalan irigasi dan jarngan 71.272.200,- 71.272.200,-
e Asel tetap lainnya 525 (04 - 525,000 -
I Akymulasi penyusytan 927.183.377 - Q27183677 -
Extra kontable
Tumlsh Asel tetap 2011094295, 1994594799,

Sedangkan mutasi Aset tetap dalam TA 2018 sebesar Rp.0 (nmihil) atay
sebesar .. % dibanding saldo per ngeal 31 Desember 2018 dapat
dijelaskan sebagai berikyt -



Aktiva sulde 2018 panartbahan | Pengurangan | saldo akhir
lem - -I- e e ———————
. Tanzh : 530 882327 0 0 539582327 -
Peralatan dan | 1S 146,450, | 16 500000, - ] 1 050,646,540 - |
!
mesin
. Oedeng dan 1. Z67.477.000,- 1] 1257 477000 -
Bangunun _
i, Jalun irigasi T1.272.200,- 1] T1.272. 00 -
dan jariogan
. Azeg tatap FL5.000,- ] 525.000,- !
| lainnya
I Aboniias U7 183677 i QAT 183 AT7 -
PENYUSLLET
1994594 2949 (i) 2.011.094 299 -

Saldo akhir aset tetap TA 2018 schesar 1 994594 790 ~ovang disajikan

di neraca merupakan nilai aset tetap neraca TA 2018 ditambah mutasi

penambahan dan penguranpan serta realisasi belanja modal tahyn

anggaran 2018 yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Buly,

Saldo masing-masing kelompok aset tetap per 31 Descmber 2018 dan

2017 dapat dijelaskan sebagai berikul -

1) Pengurangan asset tanah sebesar Rp.0... berupa tanah yang dicatat
pada Bagian Pemerintah Umum Sekretaris Daerah,

2) Penambahan peralatan dan mesin  sebesar REp. 16.500.000,-kareng
belanja modal tahun anggaran 2018,

Terdiri dan

= Belanja Modal laptop Rp. 6.748.000.-
#  Belanja modal pengadaan printer Rp. 3.000,000 -
#  Belanja Modal microfone Rp. 252000 -
#  Belanja modal peralatan taman Rp. 2.500.000,-
*  Belanja modal vacuum cleaner Rp, 2.000,000,-
#  Belanja bendera Rp. 700.000 -
> Belanja modal kipas angin Rp. 1.000.000,-
#  Belanja taplak meja Kp. 200000 -

3} Penambahan gedung dan bangunan  schesar U- karena belanja
modal tahun anggaran 2015,
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4} Penambahan janngan sebesar Rp. ¢ karena belanja modal tahun
anggaran 2018,
KEWAIIRAN
I, Kewajiban Jangka pendek
Alcun ini mengpambarkan jumlah kewajiban Kantor Kecamatan Buluy yang
akan jatuh tempo dalam wakiy kurang dori atu tahun sejak tanggal 31
Desember 2018 dan 2017, vang meliputi hutang PFK, Hutang bunga,
Bagian lancar Hulang Jangka Panjang, dan lain-lain kewajiban janglka

pendek sebagai berikut -
Kewajiban jangka pendak 2018 2017
Ep Rp
a. Hutang PFK Ly 12.825 - 17.000,-
b. Hutang jangka
pendek lamnya 0 0
12,825 - 17.000,-
a. Hutang PFK

Hutang PFK per 31 Desember 2018 schesar ...... adalah hutang pajak
yang sudah dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD namun
sampai dengan tutup tahun anggaran belum disetor ke Kas Negara dan
disetor pada tahun 2018 dengan perincian sebagai berikut -
Kantor Kecamatan Buly REp. 12825 -

b. Hutang jangks pendek lainnya

EKUITAS DANA
Akun ini mengeambarkan Jumlgh kekavaan bersih kantor Eecamatan Rulo
meliputi Ekvitas Dana Tancar { EDL ),Ekuitas Dang Investasi ( EDI ) dan

Ekuitas Dana Cadangan { EDC ) saldo per 31 Desember 2018 dan 2017
tersebut dapat dirinei sebagai berikut -

Ekuitas Dang - 2018 2017
_ = e

1. Ekuitas Dana Luancar 2012.057.124 - [.995 684,775 -
2. Ekuitas Dana

Investasi
3. Ekuitas Dana

Cadangan
Jumlah Ekvitas Duna ~ ~ 2.012 057, 124, 1.995 684 775,-
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1. Ekuitas Dana Lancar { EDL)
Jasa giro Tahun 2018 yang belum disetor sampai dengan 31 Desember
2018 sebesar Rp. 0,-

2. Ekuitas Dana Investasi ( EDI)
Saldo Akun ini merupakan kekayaaan Kantor Kecamatan Bulu vang berasal
dari selisih investasi permanen ditmbah aset tetap dan asel lainnya
dikurangi dengan kewsjiban jangke panjang, yang sampai dengan tanggal
31 Desember 2018 dan 2015 schagai berikut ;

Ekuitas Dana Investasi: 2018 2017

Rp Rp
#.  Diinvestasikan dalam 0 {

investasi jangka panjang
b. Dhinvestasikan dalam aset

letap 0 i
c. Ddinvestasikan dalam

invesiasi aset letap lainnya 0 D
d. Dana yang harus disediakan o 0
untuk pembayaran hutang
jangka panjang
Jumigh Ekuilas Dana ~ ~ 0, o

Jumlah Fkuitas Dana Investasi per 31 Desember 2018 dan 2017 sebesar Rp,
.dan .. dijelaskan dengan rincian perhitungan berikut

Ihvestasi dan aset 2018 2017
Ep Rp
o Investasi jangka panjang 437 825 - 365.476,.-
b.r Aset tetap 2.071.094 299 1,954,564 200 _
¢. Asel lainnya a25.000,.- 525 004 -
Jumlah  2012057.024- 1.995 684,773 -

3. Ekuitas Dang Cadangan
Saldo akum ini merpakan kekayaan Kantor Kecamatan Buly yang berasal

dari dana cadangan vang sampai dengan tangpal 31 Desember 2018 dan
2017 sebesar Rp. 425.000.- dan Rp. 461 600, -

B. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BELAMNIA
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Belanja Daerah meliputi Belanja Operast, belanja Modal, belanja Tidak
Terduga { BTT) dan belanja Transfer bagm hasil ke desa. Dalam TA 2018
dan 2017 i Kantor Kecamatan Bulu Anggaran dan realisas: belanja daerah

TA 2018 serta realisas: TA 2017 sebagai benkut

A. BELANIA

L

Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 Bp.
1.562.064.520,-atau 25 %

dari anggaran sebesar Rp. 1,651 787 680 -

Belanja Langsung Anggaran
a Belanja Barang dan jasa 07,192 815~
b. Belanja Pegawai 142.341.000,-
¢. Belanja Modal 16,500,000,
Jumiah Belanja Langsung '
Fenfelasan

a. Belanja Barang dan Jasa

Realisast
295.102.123 -

138.838.000 -
165000040 -

Realisasi belanja bargng dan jasa TA. 2018 schesar Rp. 295,102,123 -Atay

96 % dari anggaran sebesar Rp. 307,192,815 -
b. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai TA. 2018 schesar Ep. 138 838.000,-atau 97 % dan

anggaran sebesar Kp 142341000, -
c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal TA. 2018 sebesar Rp. 16,500,000 -Rp atay 100 %

dari anggaran sebesar Rp 16.500.000,-



BAB III
PENJELASAN ATAS INFORMASLI-INFORMASI NON KEUANGAN
SKPD KANTOR KECAMATAN BULLP

. ENTITAS AKUUNTANSI
Dalam pelaksanaan akuntansi kantor kecamatan Buly dilaksanakan

berdasarkan pada perda Kabupaten Temanggung perda no. 18 tahun 2008

tentang orgamsasi dan tata kerja Kecamatan,

. ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Bulw

- PERUNDANG-UNDANGAN  YANG  MENJADI  KEGIATAN

OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional kevangan kantor kecamatan buly

mngacu pada :

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang kevanpgan negara:

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 lentang perbendaharsan negara;

4. Undang-undang nomor 15 tshun 2004 tentang  pemeriksaan
Penatausahaan dan tanggung jawah keuangan negara

4. Peraturan Pemenntah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi
pemerintahan;

3. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Penatansahaan
keuangan daerah;

6. Peraturan menteri dalam neger nomor 13 tahun 2006 teniang pedoman
keuangan daerah;

7. Peraluran Menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang
perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
tentang pedoman Penataysahaan keuanpan daerah:

8. Peraturan Dacrah Kab. Temanggung nomor 6 tahun 2006 tentang
perubahan atas peraturan daersh  nomor 4 tahun 2005 fentang
kedudukan protokoler dap keuangan pimpinan dan anggota DPRD
Kab Temanggung;

9. Peraturan Dacrah nomor 7 tahun 2008 tentang Penatausahaan keuangan
dacrah
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BAB IV
PENUTUP

Penyelenggaragan reformasi, pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakal sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan vany batk (good
governance) sehingga implementasinva dapat benar-benar berpihak kepads masyarakat
Prinsip-prinsip dimaksud meliputi © partisipasi | penegakan hukum, iransparansi,
Kesetaraan, daya tangeap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisicnsi dan
efektifitas, serta profesionalisme,

Kelancaran kegiatan reformasi pembangunan, pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat vang dilaksanakan selama tahun anggaran 2018 tidak lepas dari sikap mental,
telad, semangat, ketsatan dap kedisiplinan para aparatur pemeriniah serta adanya
dukungan akrit’ dari mitra kerja dan masyargkat luas. Namun demikian perlu disadar
bersama bahwa rangkaian penyelenggaraaan reformasi pembangunan, pemerintahan dan
pelayanan kepada masvarakat pasti  terdapat beberapat kekurangan baik dari gisi
keterbatasan kemampuan aparatur pemeriniah dalam menangkap aspirasi dan kreasi
masyarakat maupun dalam tcknis pelaksanaannyg.
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